BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

51 Simpulan
Temuan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga
hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 1. Selain itu,
pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia. Tinggi rendahnya pendapatan asli
daerah akan berdampak langsung terhadap tinggi
rendahnya indeks pembangunan manusia.

2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga
hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 2. Sedangkan,
dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap
indeks pembangunan manusia.

3. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga
hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 3. Selain itu,
dana alokasi khusus berpengaruh langsung terhadap
indeks pembangunan manusia Artinya, penggunaan dana
alokasi  khusus dapat digunakan untuk dapat

meningkatkan indeks pembangunan manusia.



5.2
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4. Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal, sehingga
hasil penelitian tidak mendukung hipotesis 4. Artinya,
semakin tinggi dana bagi hasil, maka akan berdampak
pada tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia
secara langsung.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki Kketerbatasan yaitu peneliti

mengambil sampel penelitian yang diteliti hanya dari satu

kawasan vyaitu kawasan timur Indonesia dan menggunakan
pemerintah kabupaten dan kota wilayah timur Indonesia

dengan angka indeks pembangunan manusia antara 66-80.

Padahal, beberapa kabupaten/kota wilayah Indonesia timur

juga memiliki angka indeks pembangunan manusia dibawah

66.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan di atas,
berikut dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan
untuk beberapa pihak, yaitu bagi penelitian selanjutnya
disarankan menggunakan sampel penelitian dari kawasan
Indonesia bagian lain karena Indonesia memiliki 2 zona waktu
yang lain seperti Waktu Indonesia Barat dan Waktu Indonesia

bagian Tengah.



Disarankan  untuk  menggunakan angka indeks
pembangunan manusia dari yang terendah sampai yang
tertinggi, sehingga tidak memerlukan kriteria pemilihan
sampel melalui angka indeks pembangunan manusia. Bagi
Praktis, dalam hal ini pemerintah daerah lebih meningkatkan
alokasi belanja modalnya agar kabupaten atau kota dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari
angka indeks pembangunan manusia. Selain itu, peningkatan
alokasi belanja modal bagi suatu daerah dapat menambah

belanja publik dalam bentuk belanja modal.
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